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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
JI. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

= Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor . 587/DJU/HM.02.3/6/2022 Jakarta, 27 Juni 2022
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal :  Penerapan Register Elektronik pada

pengadilan

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
(daftar terlampir)

di

tempat

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap data pada Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP), maka terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 pengadilan
negeri-pengadilan negeri pada lampiran surat ini wajib melaksanakan register secara
elektronik dan melepas register selain register induk, dan selama 6 (enam) bulan setelah
jin ini diberikan pengadilan-pengadilan tersebut diminta agar tetap mengisi register-
register induk dan register lainnya yang belum ada di Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP).

Pengadilan Tinggi diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan register elektronik pada pengadilan negeri di wilayah hukumnya yang telah
diwajibkan melaksanakan register elektronik (sebagaimana daftar terlampir) dan
melaporkannya pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui email

registerelektronik.badilum@gmail.com dalam bentuk file excel sesuai dengan format

pada lampiran surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
1264/DJU/HM.02.3/12/2021.

Pelaksanaan register elektronik akan dievaluasi kembali oleh Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum untuk masa 6 (enam) bulan setelah surat ijin ini dikeluarkan,
sebagai pertimbangan untuk memberikan ijin meninggalkan register manual sepenuhnya

(termasuk tidak lagi mengisi register induk).

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

i, Ditandatangani secara elektronik oleh
"_;-“‘ \ '!’ DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UM'I_.IM
"%}~  MAHKAMAH AGUNG RI EF A

" BAMBANG MYANTO

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan.

o Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”


mailto:registerelektronik.badilum@gmail.com

;v@

Balai
) | Sertifikasi
Elektronik

Lampiran |
Nomor
Tanggal

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

3. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;

4. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang;

5. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;

8. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;

9. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
10.Ketua Pengadilan Tinggi Palu;
11.Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;
12.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang;
13.Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
14.Ketua Pengadilan Negeri Muaro;
15.Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar;
16.Ketua Pengadilan Negeri Manna;
17.Ketua Pengadilan Negeri Maumere;
18.Ketua Pengadilan Negeri Putussibau;
19.Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang;
20.Ketua Pengadilan Negeri Kasongan;
21.Ketua Pengadilan Negeri Enrekang;
22.Ketua Pengadilan Negeri Barru;

23.Ketua Pengadilan Negeri Watansopeng;

: 587/DJU/HM.02.3/6/2022
: 27 Juni 2022

o Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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24.Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;
25.Ketua Pengadilan Negeri Banjar;
26.Ketua Pengadilan Negeri Labuha;
27.Ketua Pengadilan Negeri Soasiu;
28.Ketua Pengadilan Negeri Toli-Toli;
29.Ketua Pengadilan Negeri Masohi;

30.Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Balai o Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Lampiran |1

Nomor : 587/DJU/HM.02.3/6/2022
Tanggal : 27 Juni 2022
DAFTAR PENGADILAN NEGERI DENGAN JUMLAH PERKARA DIBAWAH 200 TAHUN 2020
NO PENGADILAN TINGGI PENGADILAN NEGERI SISA AWAL MASUK BEBAN CABUT PUTUS SISA AKHIR|[KEBERATAN| BANDING KASASI PK GRASI
1 |PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH Pengadilan Negeri Tapaktuan 22 199 221 1 208 12 0 15 11 0 0
2  |PENGADILAN NEGERI PADANG Pengadilan Negeri Muaro 4 105 109 0 100 9 1 0 0 1 0
3 |PENGADILAN TINGGI BENGKULU Pengadilan Negeri Kepahiang 32 164 196 1 173 22 1 5 3 0 0
4 |PENGADILAN TINGGI BENGKULU Pengadilan Negeri Tais 15 137 152 2 142 8 0 9 4 0 0
5 |PENGADILAN TINGGI BENGKULU Pengadilan Negeri Tubei 8 115 123 1 117 0 11 8 0 0
6 PENGADILAN TINGGI BANDUNG Pengadilan Negeri Banjar 10 155 165 1 139 25 0 6 3 0 0
7 PENGADILAN TINGGI PONTIANAK Pengadilan Negeri Putussibau 24 135 159 1 156 2 0 6 0 0 0
8 PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA Pengadilan Negeri Kasongan 23 171 194 0 172 22 0 10 6 0 0
9 PENGADILAN TINGGI PALU Pengadilan Negeri Buol 0 107 107 1 100 6 1 16 4 0 0
10 |PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Pengadilan Negeri Enrekang 14 152 166 3 137 26 0 13 11 3 0
11 |PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Pengadilan Negeri Bantaeng 30 164 194 0 190 4 0 18 7 1 0
12 |PENGADILAN TINGGI AMBON Pengadilan Negeri Masohi 10 124 134 1 111 22 0 10 6 0 0
13 |PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA Pengadilan Negeri Labuha 11 127 138 3 123 12 0 11 9 0 0
14 |PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA Pengadilan Negeri Soasiu 18 171 189 0 167 22 0 13 6 0 0




Lampiran Il

Nomor : 587/DJU/HM.02.3/6/2022
Tanggal : 27 Juni 2022
DAFTAR PENGADILAN NEGERI DENGAN JUMLAH PERKARA DIBAWAH 200 TAHUN 2021
NO PENGADILAN TINGGI PENGADILAN NEGERI SISA AWAL MASUK BEBAN CABUT PUTUS SISA AKHIR|KEBERATAN] BANDING KASASI PK GRASI
1 PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH Pengadilan Negeri Tapaktuan 12 150 162 1 144 17 0 16 11 0 0
2 PENGADILAN TINGGI PADANG Pengadilan Negeri Batusangkar 29 196 225 4 199 22 0 33 14 1 0
3 PENGADILAN TINGGI PADANG Pengadilan Negeri Muaro 9 165 174 0 157 17 1 12 4 0
4 PENGADILAN TINGGI PALEMBANG Pengadilan Negeri Pagar Alam 16 191 207 3 198 6 0 13 0 0
5 PENGADILAN TINGGI BENGKULU Pengadilan Negeri Manna 23 166 189 1 171 17 0 10 0 0
6 PENGADILAN TINGGI KUPANG Pengadilan Negeri Maumere 34 148 182 1 162 19 0 31 16 9 0
7 PENGADILAN TINGGI PONTIANAK Pengadilan Negeri Putussibau 2 122 124 0 118 6 0 13 11 0 0
8 PENGADILAN TINGGI PONTIANAK Pengadilan Negeri Bengkayang 32 190 222 2 207 13 0 11 0 0
9 PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA Pengadilan Negeri Kasongan 22 137 159 1 146 12 0 7 1 0
10 |PENGADILAN TINGGI PALU Pengadilan Negeri Toli-Toli 9 196 205 10 185 10 0 15 10 3 0
11 |PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Pengadilan Negeri Barru 14 200 214 4 190 20 0 15 9 1 0
12 |PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Pengadilan Negeri Enrekang 26 113 139 1 116 22 0 12 9 0 0
13 |PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Pengadilan Negeri Watansoppeng 42 197 239 2 213 24 0 20 5 0
14 |PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Pengadilan Negeri Bantaeng 4 180 184 1 174 9 0 14 13 1 0
15 |PENGADILAN TINGGI AMBON Pengadilan Negeri Masohi 22 92 114 0 97 17 0 14 2 0
16 |PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA Pengadilan Negeri Labuha 12 141 153 2 98 53 0 16 2 0
17 |PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA Pengadilan Negeri Soasiu 22 128 150 0 135 15 0 7 0 0
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